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2) Untuk memberikan kejelasan terhadap hasil putusan mahkamah 

konstitusi terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

68/PUU-XX/2022  perubahan pasal 170 undang-undang nomor 

7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dibutuhkan kejelasan 

mekanisme bagi Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan 

izin cuti oleh Presiden seperti pejabat lainnya yang dikecualikan 

memundurkan diri dari jabatannya sebelum perubahan dalam 

pasal tersebut . 
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